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ABSTRAK

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang berperan dalam membina pelaku
UMKM kuliner di kawasan GOR Haji Agus Salim Kota Padang, khususnya
dalam implementasi hukum dagang. Pembinaan ini merupakan bagian dari upaya
pemerintah daerah untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi
pelaku usaha. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana
implementasi hukum dagang dalam pembinaan UMKM kuliner di GOR Haji
Agus Salim oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang; (2) apa saja faktor
pendukung dan penghambat dalam implementasinya; serta (3) bagaimana upaya
peningkatan pemahaman hukum dagang bagi pelaku UMKM kuliner. Penelitian
ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan sumber data primer dan
sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
hukum dagang dilakukan melalui pendataan usaha, sosialisasi legalitas, dan
pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, meskipun masih berfokus pada aspek
administratif. Faktor pendukung meliputi dasar hukum yang jelas dan kemudahan
perizinan, sedangkan hambatan berupa rendahnya pemahaman hukum pelaku
UMKM dan terbatasnya pembinaan yang terstruktur.

Kata kunci: Implementasi Hukum Dadang, UMKM Kuliner, Pembinaan,
Legalitas Usaha, Kota Padang
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ABSTRACT

The Office of Cooperatives and MSMEs of Padang City plays a role in fostering
culinary MSMEs in the GOR Haji Agus Salim area, particularly in the
implementation of commercial law. This guidance represents part of the local
government’s efforts to ensure legal certainty and protection for business actors.
The research problems include: (1) how commercial law is implemented in the
development of culinary MSMEs at GOR Haji Agus Salim by the Office of
Cooperatives and MSMEs of Padang City; (2) what supporting and inhibiting
factors affect its implementation; and (3) what efforts are undertaken to enhance
legal understanding among culinary MSME actors. This study applies a socio-
legal (juridical-sociological) approach using primary and secondary data. Data
were collected through interviews and document studies and analyzed
qualitatively. The findings indicate that commercial law implementation has been
carried out through business registration, legal awareness socialization, and
assistance in obtaining the Business Identification Number (NIB) in accordance
with Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, although it remains largely
administrative in focus. Supporting factors include a clear legal framework and
simplified licensing systems, while obstacles involve limited legal understanding
among MSME actors and insufficient structured legal guidance.

Keywords: Implementation of Commercial Law, Culinary MSMEs, Business
Development, Business Legality, Padang City.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah

satu penggerak utama perekonomian daerah yang memiliki peran strategis

dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat,

serta mendukung stabilitas ekonomi lokal. Di sektor informal dan semi-formal,

UMKM juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat

kecil dan menengah. Oleh karena itu, keberadaan UMKM memerlukan

dukungan kebijakan dan pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada aspek

ekonomi, tetapi juga aspek hukum agar kegiatan usaha dapat berjalan secara

tertib, aman, dan berkelanjutan.1 Salah satu bidang UMKM yang mengalami

perkembangan signifikan adalah UMKM kuliner. Sektor ini memiliki

karakteristik mudah diakses, modal relatif kecil, serta memiliki tingkat

konsumsi yang tinggi. Di Kota Padang, UMKM kuliner berkembang pesat di

berbagai ruang publik, termasuk di kawasan Gelanggang Olahraga (GOR)

Haji Agus Salim. Kawasan ini merupakan pusat aktivitas olahraga, sosial, dan

ekonomi masyarakat, sehingga menjadi lokasi strategis bagi pelaku UMKM

kuliner untuk menjalankan kegiatan usahanya. Namun, perkembangan tersebut

harus diimbangi dengan pengelolaan dan pembinaan yang berbasis hukum

agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.2 Hukum dagang

sebagai bagian dari hukum perdata berperan penting dalam mengatur kegiatan

1 Soerjono Soekanto, 2018, Sosiologi Suatu Pengantar, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
hlm. 56.

2 Badan Pusat Statistik Kota Padang, Kota Padang dalam Angka, Padang, 2023.
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usaha dan hubungan hukum antar pelaku usaha maupun antara pelaku usaha

dengan konsumen. Ruang lingkup hukum dagang mencakup aspek perizinan

usaha, perjanjian usaha, tanggung jawab hukum pelaku usaha, hingga

perlindungan konsumen. Penerapan hukum dagang yang baik akan menciptakan

kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendorong

terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif.3

Dalam konteks pemerintahan daerah, pembinaan UMKM

merupakan kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui

perangkat daerah terkait, salah satunya Dinas Koperasi dan UMKM Kota

Padang. Pembinaan tersebut meliputi pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi

agar pelaku UMKM mampu menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Pembinaan di bidang hukum dagang menjadi penting

karena masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami aspek legalitas

usaha dan konsekuensi hukum dari kegiatan usaha yang dijalankannya.Secara

normatif, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan usaha UMKM di

Indonesia saat ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini

menegaskan komitmen negara dalam menciptakan kemudahan berusaha,

khususnya bagi UMKM, melalui penyederhanaan perizinan usaha, kemudahan

legalitas, serta pemberian perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku

usaha.

3 R. Subekti, 2015, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2–4.
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Sebagai aturan pelaksana, pemerintah menetapkan Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan

ini mengatur secara lebih rinci mengenai pembinaan, pendampingan, dan

fasilitasi UMKM oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk

kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan secara

berkelanjutan dan terintegrasi.

Selain itu, dalam perspektif hukum dagang, Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan setiap

pelaku usaha, termasuk UMKM kuliner, untuk memenuhi standar

perlindungan konsumen, menjamin keamanan produk, serta bertanggung

jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan usahanya. Ketentuan ini

menuntut adanya pemahaman hukum yang memadai dari pelaku UMKM dan

peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan hukum.

Berdasarkan ketentuan normatif tersebut, secara ideal (das sollen)

pembinaan UMKM kuliner harus dilakukan secara sistematis dan

berkelanjutan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, dengan

menitikberatkan pada implementasi hukum dagang agar pelaku UMKM

memahami legalitas usaha, mampu menyusun dan melaksanakan perjanjian

usaha dengan baik, serta menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip

kepastian dan perlindungan hukum.

Dalam kenyataannya, implementasi hukum dagang dalam

pembinaan UMKM kuliner di kawasan GOR Haji Agus Salim Kota Padang

belum sepenuhnya berjalan sebagaimana ketentuan normatif yang berlaku.



UNIVERSITAS BUNGHATTA

4

Masih ditemukan pelaku UMKM kuliner yang belum memiliki perizinan

usaha yang lengkap, belum memahami pentingnya pencatatan usaha dan

perjanjian usaha, serta kurang memperhatikan kewajiban hukum terkait

perlindungan konsumen.

Selain itu, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan

UMKM Kota Padang dalam praktiknya masih lebih berfokus pada aspek

peningkatan produksi, kualitas produk, dan pemasaran. Pembinaan di bidang

hukum dagang belum dilakukan secara optimal dan merata, sehingga

pemahaman hukum pelaku UMKM masih relatif terbatas. Kondisi ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya

diterapkan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Kesenjangan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan

hukum, baik bagi pelaku UMKM maupun konsumen, seperti sengketa usaha,

pelanggaran hak konsumen, serta ketidakpastian hukum dalam menjalankan

usaha. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang komprehensif untuk

mengkaji implementasi hukum dagang dalam pembinaan UMKM kuliner di

kawasan GOR Haji Agus Salim oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota

Padang, guna menemukan solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan

efektivitas pembinaan hukum bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan

menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI HUKUM

DAGANG DALAM PEMBINAAN UMKM KULINER DI GOR HAJI

AGUS SALIM OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA

PADANG”
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi hukum dagang dalam pembinaan UMKM

kuliner di GOR Haji Agus Salim Padang oleh Dinas Koperasi dan UMKM

Kota Padang?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi hukum

dagang terhadap pembinaan UMKM kuliner di GOR Haji Agus Salim

Padang?

3. Bagaimanakah upaya Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dalam

meningkatkan pemahaman hukum dagang bagi pelaku UMKM kuliner?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hukum dagang dalam

pembinaan UMKM kuliner di GOR Haji Agus Salim Padang.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat

penerapan hukum dagang dalam pembinaan UMKM kuliner.

3. Untuk menganalisis strategi dan upaya Dinas Koperasi dan UMKM Kota

Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum serta profesionalitas pelaku

UMKM kuliner.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis, atau

disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai
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pemberlakuan atau Implementasi ketentuan hukum normative secara in

action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara

dengan pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang,

serta pelaku UMKM kuliner yang beroperasi di kawasan GOR

Haji Agus Salim Padang yang dibina langsung oleh Dinas

Kopersi dan UMKM Kota Padang sebanyak 30 UMKM

Kuliner. Dari 30 UMKM tersebut penulis mengambil 5 pelaku

UMKM sebagai sampel:

Proses pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh

Dinas Koperasi dan UMKM kota Padang

1. Tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap hukum

dagang dan legalitas usaha;

2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam

implementasi hukum dagang di sektor kuliner.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi

langsung terhadap kegiatan usaha kuliner di lokasi tersebut

untuk melihat penerapan prinsip hukum dagang dalam

aktivitas ekonomi masyarakat.
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b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan

literatur ilmiah, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

hukum dagang dan UMKM

2. Buku-buku, hasil penelitian, dan laporan resmi

3. Artikel ilmiah dan jurnal.

Data sekunder tersebut digunakan sebagai dasar teoritis

dan pembanding untuk menilai kesesuaian antara regulasi

hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan

melalui dua cara, yaitu studi dokumen dan wawancara mendalam

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah bahan hukum

primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan

perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 2021, serta peraturan daerah Kota Padang yang

berkaitan dengan pembinaan UMKM. Bahan hukum sekunder

berupa hasil penelitian dan jurnal ilmiah yang membahas

implementasi hukum dagang, pemberdayaan UMKM, dan

peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal.
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b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yaitu dengan

menyiapkan pedoman pertanyaan tetapi tetap memberikan

ruang bagi informan untuk menjelaskan secara bebas.

Teknik ini digunakan untuk menggali informasi mengenai

pelaksanaan program pembinaan UMKM kuliner oleh Dinas

Koperasi dan UMKM Kota Padang, serta kendala hukum yang

dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengurus perizinan,

kontrak kerja sama, dan perlindungan merek dagang.

4. Teknik Pengelolahan Data dan Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis data

kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan data

dalam bentuk uraian atau deskripsi untuk menggambarkan

fenomena hukum yang terjadi di lapangan.
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